ISSN 2776-9283

Vol.5/ No. 2 Desember 2025 (49-58)

DAT
I Journal of Geodesy and Geomatics

Pemetaan Partisipatif dan Paradoks Kebenaran dalam Kartografi

Demokratis

Muhammad Gunawan!”, Dwi Nanda Putra Hartoto?

L2 Jurusan Teknik Geodesi Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, JL. Prof. Sumantri
Bojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145, Indonesia
*Email korespondensi: muhammad.gunawan(@eng.unila.ac.id

(Diterima 05 Mei 2025, Disetujui 16 Desember 2025)

Abstrak

Perkembangan teknologi geospasial, GeoWeb, dan volunteered geographic information (VGI)
memperluas partisipasi publik dalam penerapan pengetahuan spasial, namun pengembangan
akses ini tidak menjamin pemerataan otoritas dalam menentukan kebenaran kartografis.
Penelitian ini menyusun sebuah kerangka konseptual untuk menjelaskan paradoks kebenaran
dalam kartografi demokratis, yaitu persoalan heterogenitas informasi yang muncul akibat
meningkatnya partisipasi publik dalam pemetaan, dan usaha platform untuk menyeleksi,
menstandarkan, agar informasi pada peta tetap stabil dan dapat dipercaya. Melalui peninjauan
literatur tentang pemetaan partisipatif, PPGIS, VGI, dan GeoWeb, penelitian ini
mengintegrasikan empat domain kajian teoritis, yaitu kartografi demokratis, demokratisasi
epistemik, stabilisasi epistemik, dan tata kelola platform, untuk mengidentifikasi proses
pembentuk paradoks tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan partisipasi,
mekanisme penyaringan data, serta desain antarmuka dan algoritma menjadi tiga mekanisme
utama yang membentuk paradoks kebenaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini
merumuskan empat proposisi tentang pluralisasi kebenaran, pemusatan kembali otoritas
epistemik, bias partisipasi, dan terbentuknya ilusi konsensus melalui visualisasi. Kerangka
konseptual ini menunjukkan bahwa perluasan partisipasi dalam pemetaan tidak otomatis
menghasilkan proses pengetahuan yang lebih demokratis. Selain memperkaya kajian kartografi
kritis dan VGI, kerangka ini juga memberikan arahan praktis bagi perancang platform dan
pembuat kebijakan untuk mengembangkan mekanisme partisipasi dan validasi yang lebih
inklusif dan peka terhadap ketimpangan.

Kata kunci: Kartografi Demokratis, Kebenaran Kartografis, Pemetaan Partisipatif, VGI

1. Pendahuluan
Keberadaan  smartphone  dengan

teknologi GPS (Global Positioning System),
platform pemetaan berbasis web, serta
infrastruktur ~ data  geospasial  terbuka
menandai fase perubahan signifikan dalam
kartografi, memungkinkan masyarakat di luar
lembaga pemerintah dan sektor usaha untuk
terlibat langsung dalam proses pemetaan
[1,2]. Perkembangan tersebut tampak pada
berbagai pendekatan seperti Volunteered
Geographic  Information  (VGI), SIG
partisipatif, dan pemetaan berbasis komunitas,
yang memberi ruang bagi warga, kelompok
lokal, maupun pemangku kepentingan lain

untuk menghasilkan dan membagikan data
spasial. Namun, perluasan partisipasi ini
sekaligus menimbulkan pertanyaan baru
mengenai standar dan kaidah kartografi yang
selama ini dirumuskan oleh institusi
berwenang [3-5].

Demokratisasi pemetaan sering
dipandang sebagai langkah penting dalam
membuka proses pengembangan pengetahuan
geografis. Dengan melibatkan beragam
pengalaman dan sudut pandang, praktik ini
diyakini dapat menghadirkan representasi
ruang yang lebih inklusif, terutama bagi
kelompok yang sebelumnya kurang terwakili

[6]. Meski demikian, perspektif kartografi
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kritis menyatakan peta tidak pernah benar-
benar netral. Peta dipahami bukan hanya
sebagai representasi ruang, tetapi juga sebagai
produk sosial yang dipengaruhi oleh
kepentingan pihak-pihak yang punya otoritas
untuk menentukan apa yang ditampilkan,
bagaimana sesuatu direpresentasikan, serta
pengetahuan mana yang dianggap sah [7—10].
Dalam proses pemetaan, selalu ada informasi
yang ditonjolkan dan ada yang terpinggirkan,
sehingga pemahaman ruang menjadi hasil
seleksi yang kompleks [6,11].

Meningkatnya  keterlibatan  publik
dalam pemetaan tidak secara otomatis
menghapus persoalan otoritas tersebut. Justru,
dengan hadirnya berbagai pelaku dan
infrastruktur digital, pertanyaan tentang siapa
yang berwenang menentukan representasi
ruang menjadi semakin tersebar dan berlapis.
Platform digital, algoritma, serta mekanisme
seleksi data sering kali memainkan peran
penting dalam menentukan informasi apa
yang dapat muncul di peta [11,12].

Tulisan ini mengangkat apa yang
disebut sebagai paradoks kebenaran dalam
kartografi demokratis, yaitu dilema yang
muncul ketika semakin banyak individu
terlibat dalam produksi data spasial. Di satu
sisi, partisipasi luas berpotensi mengurangi
bias dari praktik pemetaan tradisional dan
menghadirkan  keragaman  representasi
geografis. Namun di sisi lain, banyaknya
kontributor dan beragamnya perspektif
membuat gagasan tentang satu bentuk
kebenaran kartografis yang tunggal semakin
sulit dipertahankan [13-16]. Selain itu,
meskipun keterlibatan pelaku pemetaan
semakin beragam, tidak semua pihak memiliki
kapasitas partisipasi yang setara. Platform
pemetaan tetap memegang kendali atas proses
penyuntingan, seleksi, dan penyajian data,
sehingga hierarki kekuasaan dalam pemetaan
berpotensi kembali terpusat pada segelintir
pihak [11,12,17].

Berdasarkan permasalahan tersebut,
penelitian ini bertujuan menyusun kerangka
konseptual untuk memahami bagaimana
praktik pemetaan yang semakin demokratis
mengubah proses pengolahan dan validasi
kebenaran kartografis. Secara lebih khusus,
analisis diarahkan pada dua aspek. Pertama,
bagaimana keberagaman pengalaman dan
pengetahuan  lokal  dalam  pemetaan
partisipatif membentuk ulang pemaknaan
tentang kebenaran dalam kartografi. Kedua,
bagaimana praktik pemetaan yang tampak
terbuka justru dapat memperkuat hierarki
otoritas tradisional melalui ketimpangan
partisipasi dan mekanisme seleksi yang
dikendalikan  oleh  platform.  Dengan
memanfaatkan perspektif kartografi kritis,
VG, dan epistemologi, studi ini menawarkan
kerangka untuk memahami kompleksitas dan
batas-batas kebenaran dalam kartografi
demokratis [7,10,11,18,19]. Selain
memperkaya perdebatan mengenai kartografi
demokratis, penelitian ini juga merumuskan
proposisi konseptual yang dapat digunakan
dalam studi empiris maupun pertimbangan
normatif terkait praktik pemetaan kolaboratif.

2. Metode Penelitian

Pemilihan Model konseptual
Penelitian ini menggunakan pendekatan
non-empiris dengan merujuk pada model
penelitian konseptual sebagaimana dijelaskan
oleh [20]. Tujuannya adalah merumuskan
model konseptual mengenai “kebenaran
dalam  kartografi demokratis” dengan
mengidentifikasi konsep-konsep utama serta
hubungan di antara gagasan tersebut.
Pendekatan ini berawal dari kerangka teoretis
yang telah berkembang, kemudikan dilakukan
upaya integrasi berbagai perspektif agar dapat
menjelaskan bagaimana praktik pemetaan
yang semakin demokratis membentuk proses
produksi kebenaran dan otoritas epistemik
dalam kartografi [3,7,8,17]. Kerangka
konseptual yang dikembangkan dalam
penelitian ini mencakup tiga aspek utama.
o Integrasi landasan teori. Penelitian ini
memadukan wacana kartografi kritis,



ISSN 2776-9283

Vol.5/ No. 2 Desember 2025 (49-58)

pemetaan  partisipatif ~dan  Public
Participation GIS (PPGIS), Volunteered
Geographic Information (VGI), studi
GeoWeb, serta pembahasan epistemologis
mengenai kebenaran. Kartografi kritis dan
literatur GIS memandang peta sebagai
produk sosial yang tidak hanya
menggambarkan ruang, tetapi juga
menentukan bagaimana ruang dipahami
dan siapa yang memiliki kewenangan
untuk merepresentasikannya [7,8,11].
Kajian PPGIS dan pemetaan partisipatif
menekankan pentingnya pengetahuan
komunitas dan kelompok minoritas
[3,4,21]. Sedangkan literatur VGI
menyoroti data spasial berbasis kontribusi
individu beserta peran platform digital
dalam mediasi proses pemetaan [1,22,23].
Riset terbaru tentang epistemologi VGI
mengulas bagaimana kebenaran dan
otoritas dinegosiasikan dalam praktik
pemetaan berbasis kontribusi sukarela
(crowdsource) [13,15,23,24].

e Penentuan mekanisme Kkonseptual.
Studi ini mengidentifikasi prosedur yang
menjelaskan bagaimana demokratisasi
pemetaan mempengaruhi otoritas
epistemik, meliputi pola partisipasi, tata
kelola platform, kualitas dan validasi data,
serta infrastruktur sosio-teknologi yang
menopang produksi dan penyebaran peta
[12,14,15,25,26]. Mekanisme ini penting
untuk memahami bagaimana akurasi

maupun kredibilitas representasi
kartografis dibentuk.

e Perumusan proposisi teoritis.
Berdasarkan kerangka yang

dikembangkan, penelitian ini menyusun
proposisi teoritis yang dapat diuji melalui
penelitian empiris lanjutan, baik melalui
studi kasus kualitatif, evaluasi mixed-
method terhadap platform partisipatif,
maupun perbandingan berbagai inisiatif
VGL Proposisi ini diharapkan
memperkuat pengembangan teori dalam
kajian kartografi partisipatif dan studi
GeoWeb.

Meskipun berorientasi pada model
konseptual, penelitian ini juga melakukan
sintesis teori dengan meninjau dan
mengintegrasikan berbagai temuan
konseptual maupun empiris dari literatur
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terkait. Pendekatan ini memungkinkan
penyusunan narasi yang koheren dan
membantu identifikasi paradoks yang melekat
dalam praktik kartografi demokratis.

Kajian Teori dan Identifikasi Literatur

Selaras dengan pendekatan tinjauan
konseptual dan panduan yang disampaikan
oleh [20], literatur yang digunakan dipilih
secara purposif berdasarkan relevansinya
terhadap tema studi. Empat domain utama
yang saling berkaitan dianalisis untuk
menggambarkan  kompleksitas  kartografi
demokratis:

1. Kartografi kritis dan GIS. Domain ini
membahas peta sebagai perangkat
pengetahuan, representasi sosial ruang,
serta  pendekatan GIS  partisipatif
[3,7,8,11,27]. Literatur ini menguraikan
bagaimana klaim objektivitas dan
netralitas peta terbentuk serta
diperdebatkan secara historis.

2. Pemetaan Partisipatif dan PPIGS. Domain
ini mencakup pemetaan komunitas,
counter-mapping, dan penerapan PPGIS
dalam perencanaan. Walaupun pemetaan
partisipatif dapat memperluas inklusi,
literatur menunjukkan ambivalensi bahwa
teknologi GIS juga dapat mereproduksi
ketimpangan ketika dibatasi oleh kondisi
institusional atau teknis [3,4,21]. Dengan
demikian, pemetaan partisipatif dapat
menjadi instrumen penguatan suara
komunitas, namun dalam konteks tertentu
justru berisiko mereproduksi
ketimpangan yang sudah ada.

3. VGI dan Pemetaan Berbasi Platform.
Domain ini mencakup kajian mengenai
OpenStreetMap dan berbagai platform
geospasial  berbasis  crowdsourcing,
dengan fokus pada kualitas data, perilaku
kontributor, dan tata kelola platform
[1,14,15,24,25,28,29].  Literatur VGI
menekankan  meskipun  pendekatan
berbasis kontribusi sukarela menawarkan
potensi besar, namun juga
memperlihatkan  ketimpangan terkait
kelengkapan, keandalan, dan bias sosial
para kontributornya.

4. Epistemologi VGI dan Kebenaran dalam
Pemetaan. Domain ini mengulas isu
validitas, kredibilitas, dan otoritas dalam
produksi data spasial sukarela, termasuk
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metrik kepercayaan dan mekanisme
penetapan klaim kebenaran [13,15,26,30].
Literatur ini membentuk cara pandang
terhadap ‘kebenaran’ sebagai konstruksi
sosial-teknologi  yang diperdebatkan,
bukan sekadar persoalan teknis.

Prosedur Analitik

Mengacu pada  penelitian  [20]
mengenai penggunaan teori yang eksplisit dan
penalaran  yang  transparan.  Analisis
‘kebenaran dalam kartografi demokratis’
dilakukan melalui tiga tahap yang bersifat
iteratif dan reflektif, menghubungkan literatur
kartografi kritis, PPGIS, VGI, serta tata kelola
platform dengan pengembangan konsep-
konsep kunci untuk menghasilkan model dan
proposisi yang koheren.

Tahap 1: Peninjauan dan kategorisasi
literatur. Pada tahap awal, literatur ditelaah
secara interpretatif dan dikelompokkan ke
dalam tiga tema: (1) kebenaran, akurasi, dan
validitas meliputi  kualitas VGI dan
mekanisme  validasi; (2) demokratisasi
meliputi partisipasi, pemberdayaan, dan
keterlibatan simbolik; (3) mediator sosio-
teknis seperti platform, algoritma, tata kelola,
dan ketimpangan partisipasi. Tahap ini
bertujuan memahami bagaimana masing-
masing kajian mendefinisikan kebenaran dan
demokratisasi serta hubungan keduanya.

Tahap 2: Identifikasi proses dan
konstruksi paradoks. Hasil kategorisasi
kemudian disusun kembali untuk
mengungkap proses utama yang membentuk
paradoks kebenaran: (1) pola partisipasi yang
menentukan keterlibatan kontributor; (2)
praktik validasi dan kurasi data, termasuk
peran pakar dan norma komunitas; (3) tata
kelola platform yang mencakup desain
antarmuka, sistem tagging, dan moderasi.
Mekanisme ini menjelaskan bagaimana
perluasan partisipasi dapat menghasilkan
bentuk baru pemusatan otoritas epistemik.

Tahap 3:  Penyusunan  model
konseptual. Tahap terakhir menyusun model
yang menghubungkan: (1) kemampuan
teknologi meliputi smartphone, API pemetaan
web, data terbuka, dan tekanan terhadap
pemetaan otoritatif; (2) mekanisme meliputi
pola partisipasi, tata kelola platform, serta
praktik validasi data; (3) keluaran epistemik
meliputi pluralisasi kebenaran, pergeseran

otoritas, dan munculnya ilusi konsensus
berbasis crowd. Model yang dihasilkan
kemudian disempurnakan agar ringkas,
koheren, dan siap digunakan sebagai dasar
perumusan proposisi teoretis.

Menjaga Ketelitian dalam Penelitian
Konseptual

Dalam penelitian konseptual, ketelitian
tidak dicapai melalui validasi statistik, tetapi
melalui desain yang transparan, definisi
konsep yang jelas, dan logika integratif.

Prinsip ini mengacu pada penelitian [20] serta

pembahasan yang lebih luas mengenai standar

ketelitian dalam penelitian konseptual.

e Transparansi Desain. Penelitian ini
menjelaskan secara eksplisit model
konseptual yang digunakan, alasan
pemilihan teori, serta prosedur analitik
dari  penelaahan  literatur  hingga
penyusunan model.

o Kejelasan konseptual. Penelitian ini
mendefinisikan secara jelas konsep-
konsep  utama  seperti  kartografi
demokratis, kebenaran, otoritas
epistemik, tata kelola platform, partisipasi
dan validasi dengan merujuk dan
mensintesis teori-teori dari kartografi
kritis, PPGIS, dan epistemologi VGI
Pendekatan ini memastikan bahwa setiap
konsep memiliki batasan makna dan
hubungan teoretis yang jelas,
sebagaimana dianjurkan dalam penelitian
konseptual.

e Logika Integratif. =~ Kerangka yang

dikembangkan tidak sekadar
menggabungkan literatur dari berbagai
sumber, tetapi mengintegrasikan

wawasan dari kartografi kritis, PPGIS,
studi mengenai kualitas VGI, dan tata
kelola platform untuk membentuk
perspektif yang terpadu. Pendekatan ini
sejalan dengan pandangan bahwa
penelitian konseptual harus menghasilkan
sintesis baru yang mampu membuka
pertanyaan dan penjelasan yang tidak
muncul dari satu sumber saja.

o Kontribusi  Teoritis. Model yang
dikembangkan menempatkan paradoks
kebenaran sebagai isu sentral dalam
kartografi demokratis. Temuan
konseptual ini menjelaskan bagaimana
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demokratisasi pemetaan digital tidak
selalu sejalan dengan distribusi otoritas
pengetahuan, karena platform digital,
algoritma, dan kontributor inti dapat
membentuk ulang apa yang dianggap
benar.

Oleh karena itu, penelitian ini
menambah kontribusi teoretis yang relevan
bagi literatur VGI dan GeoWeb. Melalui teori
representasi kebenaran yang lebih eksplisit,
tata kelola platform, dan ketimpangan yang
muncul dalam praktik pemetaan digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian konseptual, hasil
disajikan melalui model dan proposisi yang
berasal dari kajian teori dan proses analitik.
Hasil berupa kerangka konseptual yang
terbentuk dari tiga tahapan analitik meliputi:
pengelompokkan gagasan tematik,
identifikasi paradoks dan penyebabnya, serta
penyusunan model.

Konsep Utama (Key Constructs)

Kerangka yang dikembangkan berpusat
pada  empat konsep utama  yang
menggambarkan dinamika kebenaran dalam
kartografi demokratis: kartografi demokratis,
demokratisasi epistemik, stabilisasi epistemik,
dan aturan yang ditetapkan platform.

1) Kartografi demokratis mencakup berbagai
praktik pemetaan yang membuka peluang
partisipasi publik dalam pembuatan,
penyuntingan, dan penyebaran peta.
Termasuk di dalamnya SIG partisipatif,
PPGIS, VGI seperti OpenStreetMap, serta
pemetaan berbasis web lainnya [1,3].
Fokus utamanya bukan hanya pada
keterbukaan teknologi, tetapi juga pada
akses, dukungan, dan  kapasitas
masyarakat untuk terlibat dalam proses
pemetaan.

2) Demokratisasi epistemik merujuk pada
sejauh mana sistem pengetahuan, dan
pengalaman dapat memengaruhi isi peta
dan proses validasi. Dalam PPGIS dan
pemetaan partisipatif hal ini mencakup
integrasi pengetahuan lokal, adat, maupun
pengalaman komunitas dalam proses
pemetaan [3,21]. Di lingkungan VGI dan
GIS kritis, konsep ini mencerminkan
keberagaman cara merepresentasikan dan
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memahami aspek ruang yang muncul dari
kontribusi sukarela.

3) Stabilisasi epistemik menggambarkan
proses di mana representasi kartografis
mengarah pada bentuk kebenaran yang
dianggap otoritatif dan dapat diandalkan
[8]. Dalam  konteks navigasi,
penanggulangan bencana, atau pemetaan
legal, stabilisasi ini sangat dibutuhkan.
Kerangka kualitas VGI, penilaian
kredibilitas, dan perbandingan dengan
dataset resmi membantu menentukan data
mana yang dianggap akurat dan sah
[15,24]

4) Tata kelola yang ditetapkan platform
mencakup aturan, arsitektur teknis,
norma, dan algoritma yang digunakan
platform dan lembaga terkait untuk
mengatur  partisipasi, kurasi, serta
visibilitas informasi di dalam peta.
Penelitian mengenai media spasial dan
infrastruktur ~ platform  menunjukkan
bagaimana antarmuka, tampilan default,
skema tagging, kebijakan moderasi, dan
algoritma rekomendasi menjadi
mekanisme yang membentuk kontribusi
sekaligus menentukan apa yang akhirnya
muncul sebagai “peta” [12,31,32]. Tata
kelola ini menghubungkan kartografi
demokratis dengan aturan platform digital
yang lebih luas.

Paradoks: Demokratisasi Epistemik vs.
Stabilisasi Epistemik

Analisis menunjukkan adanya paradoks
kebenaran yang menjadi inti perdebatan
dalam kartografi demokratis. Di satu sisi,
semakin banyaknya platform pemetaan
partisipatif, inisiatif crisis mapping, dan
proyek VGI membuka lebih banyak peluang
bagi pengguna umum dan komunitas untuk
menyampaikan pengalaman serta perspektif
mereka ke dalam peta [1,19,33]. Hal ini
memperkaya representasi geografis dan
memperluas demokratisasi epistemik. Namun
pluralisasi ini juga menimbulkan
kekhawatiran baru. Ketika berbagai versi
representasi ruang muncul secara bersamaan,
peta menjadi tidak stabil. Dalam istilah
kartografi kritis, peta cenderung menjadi
“ontogenetik” yaitu selalu berubah dan sulit
dibakukan [16]. Pertanyaan mengenai
kredibilitas dan otoritas semakin mendesak
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ketika pengguna dan institusi harus
menentukan kontribusi mana yang dapat
dipercaya dan bagaimana menyelesaikan
ketidakseragaman [13,30].

Pada saat yang sama, banyak bidang
praktis seperti transportasi, administrasi
pertanahan, atau penanggulangan bencana
tetap membutuhkan peta yang berfungsi
sebagai rujukan resmi. Dalam situasi seperti
ini, institusi, pengguna, maupun platform
memerlukan ~ mekanisme  baru  untuk
menetapkan kebenaran mulai dari validasi
berjenjang, pembandingan dengan data resmi,
hingga penggunaan algoritma tertentu
[15,28,29]. Namun penelitian tentang media
spasial dan platform menunjukkan bahwa
aturan teknis dan kelembagaan yang dibuat
untuk menjaga “keteraturan” peta sering kali
justru membuat kekuasaan dan kendali
kembali berpusat pada pemilik platform,
kelompok komunitas tertentu, atau para ahli
[12,31]. Dengan demikian, dapat disimpulkan
paradoks  kebenaran dalam  kartografi
demokratis muncul dari dua faktor: (1)
semakin banyak partisipasi dan jenis
pengetahuan yang ikut membentuk peta, dan
(2) semakin kuatnya usaha platform untuk
menata ulang kebenaran peta, sehingga
mengakibatkan kendali kembali terpusat pada
pihak tertentu.

Mekanisme yang menghubungkan
demkoratisasi dan kebenaran

Hubungan antara kartografi demokratis
dan kebenaran dalam peta dipengaruhi oleh
tiga faktor utama: pola partisipasi dan
representasi informasi yang selektif, sistem
pemeriksaan dan penjaringan data, serta
desain platform dan algoritma.

1) Walaupun platform pemetaan digital
tampak terbuka, partisipasi dalam
kegiatannya tidak merata. Penelitian
tentang OpenStreetMap dan GeoWeb
menunjukkan bahwa hanya sedikit
kontributor yang menyumbang sebagian
besar data, dan kontribusi tersebut sering
memiliki bias terkait gender, wilayah,
atau kondisi sosial-ekonomi
[25,29,34,35]. Akibatnya muncul “gurun
data”, yaitu kondisi ketika beberapa
tempat dipetakan dengan sangat rinci
sementara lokasi lain hampir tidak
dipetakan sama sekali. Situasi ini

2)

3)

membuat sudut pandang kelompok
tertentu lebih banyak muncul dan
dianggap sebagai kebenaran dalam peta.
Karena itu, pengaruh berbagai bentuk
pengetahuan tetap terbatas dan tidak
tersebar merata secara  geografis,
meskipun platformnya terlihat terbuka
[19].

Untuk mengatasi ketidakpastian yang
muncul karena kontribusi yang sangat
beragam, komunitas dan platform
mengembangkan sistem pemeriksaan dan
seleksi data. Sistem ini mencakup
seperangkat aturan, proses peer review
oleh komunitas, peran moderator,
kemitraan institusional, metrik kualitas,
dan deteksi anomali otomatis. Penelitian
tentang penilaian kualitas VGI dan
kredibilitas menunjukkan bagaimana
metode crowd, sosial, dan geografis
digabungkan untuk memastikan
keandalan data [13,15,24,28]. Namun,
meskipun cara ini meningkatkan kualitas
dan keandalan peta, juga membuat
kekuasaan kembali berada pada ahli atau
lembaga tertentu, sehingga menimbulkan
hierarki dalam ruang pemetaan yang
seharusnya demokratis.

Desain platform dan cara algoritma
menampilkan informasi juga sangat
mempengaruhi  bagaimana  beragam
pengetahuan muncul di  antarmuka.
Penelitian  tentang media  spasial
menunjukkan bahwa default basemap,
hierarki zoom, skema fagging, serta
algoritma pencarian dan rendering
menentukan informasi yang muncul,
mudah dilihat, atau dianggap penting
[12,31]. Dalam banyak kasus, algoritma
seleksi dapat menggabungkan data yang
beragam menjadi representasi tunggal
yang  tampak  koheren, sehingga
memperkuat apa yang disebut sebagai
kolonialisme data atau platform [32].
Penelitian empiris tentang praktik fagging
di OpenStreetMap juga menunjukkan
bahwa antarmuka dan aturan komunitas
dapat memprioritaskan kategori tertentu.
Hal ini sering kali mencerminkan
kepentingan ~ kelompok  kontributor
dominan, sementara kategori lain yang
penting secara sosial sulit ditampilkan
[34].
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Secara keseluruhan, ketiga faktor ini
menunjukkan ~ bahwa  pemetaan  yang
melibatkan ~ publik dapat sekaligus
memperluas dan membatasi apa yang
dianggap sebagai kebenaran. Di satu sisi,
faktor tersebut membuka peluang bagi
beragam pengetahuan untuk masuk ke dalam
peta. Namun di sisi lain, aturan platform, pola
partisipasi, dan proses pemeriksaan data
secara selektif membuat sebagian kontribusi
lebih menonjol sementara yang lain
tersisihkan [30,35].

Proposisi

Berdasarkan kerangka konseptual yang
telah disusun, penelitian ini merumuskan
empat proposisi yang dapat menjadi acuan
bagi studi empiris selanjutnya tentang
kebenaran dalam kartografi demokratis.
Keempat proposisi ini menjelaskan hubungan
antara kartografi demokratis, perluasan
pengetahuan, proses stabilisasi kebenaran, dan
tata kelola platform digital.

(1) Pluralisasi Kebenaran

Semakin terbuka dan beragamnya
partisipasi dalam proses pemetaan, misalnya
melalui akses penyuntingan yang luas,
keterlibatan komunitas atau masuknya
pengetahuan lokal semakin banyak pula versi
kebenaran yang muncul di dalam peta. Situasi
ini sejalan dengan pandangan bahwa peta
bukan sekadar gambaran ruang, tetapi
konstruksi sosial yang dapat berubah, serta
temuan dalam kajian VGI yang menunjukkan
adanya banyak klaim kebenaran yang tidak
sejalan [11,30].

(2) Pemusatan Kembali Melalui Tata
Kelola

Meskipun platform pemetaan bersifat
terbuka, aturan moderasi yang ketat, proses
penjaminan kualitas yang terpusat, dan
ketergantungan pada data resmi dapat
membuat keputusan tentang “kebenaran”
kembali terkonsentrasi pada pihak tertentu.
Berbagai studi VGI menunjukkan bahwa
mekanisme kualitas dan struktur platform
sering kali membentuk kembali hierarki
otoritas untuk menghasilkan peta yang dinilai
stabil dan dapat dipercaya [12,15,31]
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(3) Bias Partisipasi dan Kebenaran yang
Timpang

Ketimpangan dalam partisipasi baik
karena akses digital, faktor sosial-demografis,
maupun lokasi geografis membuat peta yang
dihasilkan  lebih ~ banyak  cenderung
mencerminkan sudut pandang kelompok yang
tingkat partisipasinya lebih tinggi. Walaupun
platform pemetaan terbuka untuk semua,
ketimpangan ini tetap membatasi pemerataan
pengetahuan. Banyak studi tentang OSM dan
GeoWeb menunjukkan pola serupa, misalnya
wilayah yang lebih padat dipetakan dengan
lebih detail, atau kategori informasi yang
diminati kelompok tertentu menjadi lebih
dominan [25,29,34,35].

(4) Tlusi Konsensus

Tampilan antarmuka dan visualisasi
peta yang rapi dan beragam dapat
menimbulkan kesan bahwa peta tersebut
merepresentasikan satu  kebenaran yang
objektif. Namun, desain seperti ini sering
menyembunyikan perbedaan data,
ketidakpastian, atau beragamnya sumber
kontribusi. Penelitian tentang desain platform
dan kolonialisme data menunjukkan bahwa
tampilan visual yang terlihat konsisten dapat
membuat pengguna terlalu percaya pada peta,
tanpa menyadari bahwa ada proses seleksi dan
bias di baliknya [12,13,32].

Secara keseluruhan, keempat proposisi
ini menerjemahkan kerangka konseptual
menjadi klaim yang dapat diuji melalui
penelitian  empiris.  Proposisi  tersebut
membuka peluang untuk berbagai jenis studi,
seperti perbandingan antar platform, observasi
etnografis  terhadap praktik pemetaan
partisipatif, serta analisis kuantitatif mengenai
pola kontribusi, sistem kualitas data, dan
pengaruh  desain  antarmuka.  Dengan
demikian, penelitian ini memperkuat kajian
kritis mengenai kartografi demokratis dan
dinamika  kebenarannya  yang  terus
berkembang.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyusun sebuah
kerangka konseptual untuk memahami
bagaimana kebenaran kartografis dibentuk,
dinegosiasikan, dan distabilkan dalam konteks
kartografi ~ demokratis. =~ Melihat  dari
perkembangan teknologi geospasial, VGI, dan

55



pemetaan berbasis platform, studi ini
menunjukkan bahwa perluasan partisipasi
publik dalam pemetaan tidak secara otomatis
mengarah pada distribusi otoritas pengetahuan
yang lebih merata. Sebaliknya, demokratisasi
pemetaan justru membuka serangkaian
dinamika baru yang mempersoalkan kembali
siapa yang berhak mendefinisikan kebenaran
dalam peta dan melalui mekanisme apa klaim
tersebut dilegitimasi.

Kerangka yang dikembangkan
menempatkan empat domain kajian utama,
yaitu kartografi demokratis, demokratisasi
epistemik, stabilisasi epistemik, serta tata
kelola yang ditetapkan platform sebagai
simpul analitis untuk menjelaskan paradoks
kebenaran. Di satu sisi, hadirnya berbagai
inisiatif pemetaan partisipatif, PPGIS, dan
VGI memungkinkan beragam pengetahuan
lokal dan perspektif komunitas masuk ke
dalam representasi ruang. Hal ini mendorong
pluralisasi kebenaran dan membuka peluang
koreksi terhadap bias pemetaan yang
otoritatif. Di sisi lain, kebutuhan akan peta
yang stabil dan dapat diandalkan dalam
berbagai konteks praktis menuntut adanya
mekanisme validasi, seleksi, dan standardisasi
yang sering kali memusatkan kembali otoritas
pada platform, pakar, atau institusi tertentu.

Paradoks kebenaran dalam kartografi
demokratis terbentuk melalui tiga proses
utama, yaitu: pola partisipasi yang tidak
merata, mekanisme pemeriksaan dan seleksi
data, serta desain platform dan algoritma.
Ketimpangan akses dan kapasitas
berkontribusi pada bias spasial dan sosial
dalam VGI, sehingga sudut pandang
kelompok tertentu menjadi lebih dominan
dalam peta. Sistem kualitas dan prosedur
validasi menjalankan dua peran, yaitu
meningkatkan keandalan data sekaligus
berfungsi sebagai gerbang seleksi yang tidak
sepenuhnya netral. Sementara itu, antarmuka
dan algoritma platform menggabungkan
kontribusi yang beragam menjadi tampilan
peta yang tampak rapi dan konsisten, sehingga
memunculkan  ilusi  konsensus  yang
menyembunyikan perbedaan, ketidakpastian,
dan kekosongan data.

Dari kerangka tersebut, penelitian ini
merumuskan empat proposisi konseptual: (1)
perluasan partisipasi mendorong pluralisasi
kebenaran kartografis; (2) tata kelola dan

mekanisme kualitas dapat memusatkan
kembali otoritas epistemik; (3) bias dalam
partisipasi menghasilkan kebenaran yang
timpang; dan (4) desain antarmuka dan
visualisasi dapat menciptakan ilusi konsensus.
Keempat proposisi ini memberikan dasar bagi
penelitian empiris selanjutnya untuk menilai
secara lebih rinci bagaimana praktik pemetaan
partisipatif dan platform VGI bekerja dalam
konteks yang berbeda, serta bagaimana
kompromi antara demokratisasi dan stabilisasi
kebenaran dijalankan dalam praktik.

Secara  teoretis,  penelitian  ini
berkontribusi pada pengembangan kajian
kartografi kritis, VGI, dan geoweb dengan
memperjelas hubungan antara demokratisasi
epistemik, stabilisasi kebenaran, dan tata
kelola platform. Secara praktis, kerangka ini
dapat menjadi rujukan bagi perancang
platform, pembuat kebijakan, dan komunitas
pemetaan dalam merancang mekanisme
partisipasi dan validasi yang lebih reflektif
terhadap ketimpangan dan bias yang mungkin
muncul. Penelitian lanjutan dapat menguji
proposisi yang diajukan melalui studi kasus
komparatif, analisis  kuantitatif = pola
kontribusi, maupun pendekatan kualitatif
terhadap praktik pemetaan di berbagai
konteks sosial dan geografis. Dengan
demikian, kartografi demokratis dapat
dipahami bukan sekadar sebagai perluasan
akses teknis, tetapi sebagai arena politik
pengetahuan di mana kebenaran terus
dinegosiasikan.
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